
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Dari pembahasan yang telah di sampaikan dalam penulisan tesis ini, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

Pengelolaan wilayah perbatasan RDTL dengan NKRI selama ini lebih mengutamakan 

pada aspek kesejahteraan masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan, ini ditandai dengan 

dibukanya pasar-pasar tradisional dan diberlakukannya penetapan pass lintas batas bagi 

masyarakat perbatasan, hal ini dikarenakan bahwa masyarakat perbatasan merupakan masyarakat 

yang serumpun yang masih memiliki ikatan kekeluargaan sehingga dengan penetapan pas lintas 

batas tersebut memudahkan masyarakat untuk saling berkunjung ini sesuai dengan Provisional 

Agreement kedua Negara yang menitikberatkan pada faktor budaya dalam pengelolaan 

perbatasan. 

  Dalam pengelolaan wilayah perbatasan tersebut pemerintah kedua Negara menghadapi 

persoalan sehingga kesepakatan tidak direalisasikan. Persoalan yang utama adalah menyangkut 

stabilitas politik di Timor Leste yang rawan konflik sehingga pemerintah Republik Indonesia 

harus menyesuaikan dengan kondisi di Timor Leste dalam melaksanakan kesepakatan. 

Keterbatasan kemampuan pemerintah Timor Leste untuk menerapkan semua kesepakatan 

mengenai pengelolaan wilayah perbatasan tidak bisa dilepaskan dari persoalan politik yang ada. 

Pengelolaan wilayah perbatasan yang dilakukan pemerintah RDTL dengan NKRI selama ini 

walaupun telah dilaksanakan, akan tetapi masih terdapat banyak kekurangan misalnya minimnya 

prasarana dalam meningkatkan kehidupan masyarakat perbatasan kedua Negara seperti sulit 

ditempuhnya desa-desa di perbatasan akibat rusaknya jalan.                   

 

 



  Disamping pengelolaan tersebut, garis perbatasan antara kedua Negara yang belum 

disepakati masih terus diupayakan oleh pemerintah RDTL dan NKRI, beberapa faktor yang sulit 

bagi pemerintah dalam hal untuk menentukan garis perbatasan tersebut karena adanya faktor 

alam yang berubah dan adanya ketidakinginan masyarakat setempat untuk melakukan survey 

akibat dari belum diselesaikannya masalah garis perbatasan tersebut menyebabkan sulitnya 

pengelolaan wilayah perbatasan  

SARAN 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut:  

1. Bagi pemerintah kedua Negara RDTL dan NKRI untuk tetap mengutamakan 

hubungan bertetangga yang baik dalam menyelesaikan persoalan garis perbatasan 

yang belum disepakati, dengan itu diharapkan akan memberikan keuntungan bagi 

pemerintah kedua Negara dan masyarakat yang tingal di wilayah perbatasan. 

2. Bagi Pemerintah Timor Leste supaya menjaga kondisi politik dalam negeri yang 

stabil dan aman sehingga segala upaya dalam mengelolah wilayah perbatasan bisa 

terealisasikan. Bagi masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan untuk saling  

menhargai supaya terhindar dari konflik antar masyarakat dan mengunakan pas lintas 

batas dengan benar supaya bisa bermanfaat sesuai yang diharapkan. 

3. Bagi aparat keamanan dari kedua Negara RDTL dan NKRI yang bertugas di wilayah 

perbatasan untuk menghormati norma adat istiadat yang ada diantara masyarakat 

perbatasan dan diharapkan bisa mempererat hubungan antara aparat keamanan 

dengan masyarakat, selain itu diharapkan aparat keamanan dari Timor Leste dan 

 

 



Republik Indonesia saling bekerja sama dan mempererat hubungan yang baik demi 

keamanan di wilayah perbatasan.   

4. Bagi pemerintah kedua Negara dalam pengelolaan wilayah perbatasan di beberapa 

titik yang belum disepakati oleh kedua Negara tersebut diupayakan pembentukan 

pembangunan yang bisa dimanfaatkan secara bersama oleh kedua Negara dan 

masyarakat perbatasan 
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